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RINCKASAN

Keberadaan Kota Administratif Jember selama 24 tahun kurang
segnai lagi sejak diterbitkannya Undang-unaang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintah Daerah. Sebelum lahirnya Undang-undang Nonior
44 Tahun 1999, dominasi pemerintah pusal terhadap pemerintah daerah gangal
knal. Hampir disegaia bidang, kewenangan pemerintah daerah sangat
bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Suprioritas pemerintah pusat termanifestasikan dengan pengeksploitasian
sumber daya alam secara besar-besaran untik ditarik ke pemeriniah pusat,
tanpa kesepakatan daerah padahal sumber daya alam tersebut sangat vignifikan
di dalam mengelola daerah. Dampalmya, disparitus pembangunan antera pusat
dan daerah semakin lebar sehingga dikhawatitkan hal tersebat akan
menstimulasi gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara
Kesatnan Republik Indonesia sebagai akibat dari ketidakadilan pemerataan
pembangunan,

Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, daerah diberi kewenar.gan luas
untuk mengatur rumah langganya sendiri yang lebih dikenal dengsn istilah
otonomi daerah, dan apabila tidak dilaksanakan, menurut Pasal 12§ ayat (2)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Kotatif Jember akan dihapus atau
melebur menjadi kecamatan apabila tidak segera berubah menjadi kota otoniom.

Pada fataran realisasinya, rencana perubaban siatus Eotatif Jember
menjadi Kola Otonom mendapat langgapan yang sifatnya pro dan kontra,
Munculnya tanggapan lersebut, digatu sisi ada yang menginginkan untuk segera
berubah, sebab dilihat dari Pendapatan Asli Daerah maupun sarana p1asarana
yang mendukung aktivitas pemerintah daerah maupun masyarakat di wilayah
perkotaan memadai. Digisi lain, yang menolak Kotafif Jember berubah siatus
menjadi kota otonom khawatir akan mengurangi pendapatan daerah pemerintah
kabupaten jika opsi perubahan status torsebut terwujud,

Apabila dikaji secara mendalam, perubahan status tersebut seberamya
dgpat memberikan keuntungan bagi pembangunan daerah Implikasi perubahan
siatus Kolatif Jember menjadi kota otonom, Pertama, Adanya penyederhanaan
birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dapat terwujnd jika terdapat spesialisasi
kewenangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah kota, sebab
karakteristik keduwa pemerintahan {ersebut berbeda. Wilayah kota lebih
heterogen. Lagipula akan sulit bagi pemerintah kabupaten untuk mengatur
wilayali yang luas dalam arfian pemeralaan pembangunan. Xedua, demokratisasi
dapat berjalan dengan baik sebab masyarakai. torlibat secars Jangsung
mengawasi jalamnya pemerintabam. Kesgs, perubahan status Kotatif Jember
menjadi kota otonom identik dengan wilayah dan pemerintahan yang bary yang
gecara clomatis membutuhkan sumber daya manusia dalam pengelolaannya
sebingga akan memunculkan lapangan kerja baru,

Xi
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Lalar Belakang
Otonomi Daerah bukanlah hal barn dalam kebijakan dan praktik

Pemerintahan Indonesia. Sumber utama dari pelaksanaan otonomi daerah
adalah pasal 18 UUD 1945,

Dalam praklik pemeriniahan selama ini, terdapat pandangan bahwa
otonomi daerah belum terwujud sebagaimana mestinya. Melalui berbagai
analisis, terungkap bahwa otonomi daerah masih sebatas utopis dalam
kehidupan bernegara, Implementasi olonomi daerah selama ini terkesan
sangat dibingkai oleh keinginan untuk menjamin stabilitas nagional sebagai
prasyarat bagi kesinambungan pembangunan nasional (Bustami Rahman,
1996.2)

. Rangkaian felaah dan pemahaman inilah yang kemudian mendorong
lahirn*}a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Kehadiran undang-undang terebut sangat signifikan dalam proses
demokratisasi hubungan antara pusat dengan daerah sekaligus menandai
bergesernya paradigma (parad;ﬁm shif) lama dalam sistem pemeriniahan
(govermance systemn) dari pela sentralistis otoriter yang felah menjadi alat
eksplojtasi sekelompok kecil elit atas sebagian sumber daya, menjadi
pemeriniahan yang demokratis melalui olonomi yang diperluas. Dengan
demikian, sangat wajar jika dikatakan bahwa kehadiran undang-undang ini,
dipandang sebagai pilar strateqis dalam proses pembangunan pusat-daerah,
(Bayw Palriaji, 1999:2)
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Bagi Masyarakat Jember, kehadiran undang-undang nomor 22
Tahun 1999 tersebut, disamping menyisakan agenda implementasi, juga
dihadapkan pada pertanyaan mendasar akan perlu tidaknya pemerintah
Jember memiliki pemerintahan kota otonom disamping pemerintah
kabupaten, mengingat keberadaan Kota Admunistratif Jember yang telah
berusia 22 tahun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976
berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dirasakan belum dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, apalagi
menghadapl era globalisasi yang penuh dengan kompetitif, terutama
untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan daerah perlu
spesialisasi dan profesionalisasi yang ternyata interdependensi Kota
Administratif Jember pada kabupaten [ember sangat dominan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut
diatas membawa korsekuensi, bahwa daerah yang tidak mampu
menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung
dengan daerah lain (pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 22
tahunl899). Pada pasal 128 ayat (2) juga dikatakan Selambat-lambatnya
dua tahun setelah tanggal ditetapkan undang-undang ini, Kotamadya,
Kabupaten dan Kota Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sudah harus berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi
ketentuan yang ditetapkan dalam pasal § undang-undang ini.

Pada kenyataannya rencana perubahan status Kota Administratif
Jember menjadi kota otonom banyak mendapat animo yang sifatnya pro
dan kontra.

Berangkat dari fenomena inilah penulis tertarik untuk mengangkat
skripsi yang berjudul STUDI TENTANG KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS
KOTATIF ]JEMBER MENJADI KOTA OTONOM DALAM RANGKA
PMERMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 |
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
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1.2 Rumusan Masgalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memformulasikan
gsabagal berikut :
I Apakah Kotalif Jember layak bernbah status menjadi kota otenom?
2. Apakah urgensi perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom?

1.3 Tujuan Pennlisan
Penuligan dalam skripsi ini memilild tujuan yang diklasifikasikan
menjadi dna yaitu .
1.3.1. Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam penyusunan
gkripsi ini adalah :
1. Untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hulum
pada Fakultas Hulkum Universitas Jember,
4. Untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah,
akademisi, dan masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu hukum.
3. Untuk dapat menerapkan ilmn hukom yang telah dipercleh sewaktu belajar
dibangku kuliah guna membantn mewujudlkan masyarakat yang aman dan
tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuap Khusus
Tujuan khusus yaug hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini edalah ;
1. Untuk mengetahul apakah Koiatif Jember layak atau tidak berubah status

menjadi kota olonom.

Tl

Untuk mengetahui urgensi perubahan status Kolalil Jember menjadi kota

otonom


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

|.4 Melode Penulisan

Agar suata penulisan karya iimish mempunyai nilai iimiah, maka harus
digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatn pengejaran
lerhadap kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan
legis. (Moh Nizar,1988:42),

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan
gyaral karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa peidekatan
masalah, sumber data, melode pengumpulan data dan analisa data.

|.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah fersebut di atas, metode pendekalan
masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridie normatif.
Pendekatan yuridis normatilf itu adalah pendekalar dengan menggunakan
ketenluan perundang-undangan yang berlaku yang dibenturkan pada realitas
sogial. (Roni Hanifijo Scemitro, 1&83:24)

1.4.2 Sumber Dala

Sumber data diambil dari dala selunder. Sumber data sekunder
-dalah sumber data yang tertulis dan diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan vyaitu dari lileratur, peraturan perundang- undangan dan
dokomen yang ada hubungan dengan obyek 1ang akan diteliti,(Roni Hanitijo
Sumitre, 1994:20)
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|.4.3 Melode Pengum pulan Dala

Metode pen.g'umpulan data yang digunakan dalam penulisan akripsi ini
sebagal suatu kajian ilmiah adalah sebagai berikut;
1.4.3.1 Sludi Lileratur

Studi literatur merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari
buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan peiundang-
undangan yang terkait dengan permasalahan.
1.4.3.2 Sludi Observasi

Studl observasl dalam penubsan skripsi mi dipercleh di lapangan

dengan cara berdiskusi dengan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

1.4.4 Analisa Dala

Berkailan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam slxipsi ini,
maka analisa data yaﬁg akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif
yakni membandingkan peraturan perundang-umdangan yang ada dengan

kenyataan
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BAB 1l
FAETA, DASAR HUKUM DAN EERANGKA TECQRI

8.l Fak.!a

Eota Administratif Jember secara geografis memiliki lnas wilayah
989,783 Ha dengan rincian Kecamatan Kaliwates memilika luas 2.493,65
Ha, Kecamatan Sumbersariluasnya 3.704 71 Ha dan Kecamatan Patrang
dengan luas 3,669,40 Ha, Kota Adminisiralif Jember berada pada posisi
69 21,9" sampai dengan 79 14,33" Bujur Timur dan 7959,6" sampai
dengan 8933,56" Lintang Selatan. Batas-batas Kota Administratil Jember
adalah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakusari, nebelah
barat berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi, sebelah ulara berbatasan
dengan Kecamatan Arjasa, sebelah Selata;.l dangan Kecamatan Ajung.

Pemerintahan Kota Administratif Jember memiliki 3 EKecamatan, yakni
Eecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang den Kecamatan Sumbersari. Tiga
kecamatan terbagi lagi :nenjﬂ.:ﬁ 22 dua Kelurahan, 103 Dusun, 380 RW,
1660 RT. Berdasarkan hasil register pada tahun 1997, penduduk Kota
Administratif Jember berjumlah 275.955 jiwa dengan perincian sebagai
berikut : Kecamatan Kaliwates 42.897 jiwa, Kecamatan Sumbersari
49 421 liwa, Kecamatan Patrang 41.649. Dari tiga kecamatan tersebut,
Kecamatan Kaliwates paling padat penduduknya jika dibandingkan
dengan dua kecamatan lainnya. Sebagal perbandingan kepadatan penduduk
di Kecamatan Kaliwates adalah 3630,51 jiwa/Km#. Sedangkan Kecamatan
Sumbersari adalah 2691,28 jiwa/km? dan Kecamatan Patrang 2283,08
jiwa/Km2, Kota Administratif yang terletak sebagal pusat perdagangan
di kawasan timur Jawa Timur pada perkembangannya memposisikan
diri sebagai kota pelajar/pendidikan karena didukung dengan tumbub
subur lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-

Kanak samgui Perguruan Tinggi.
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Sebagai bahan perbandingan di Kota Adminisiratif Jember terdapat 75
TE swasta 244 SD/MI, 40 SLTP/MTs, 39 SMU/ SMK /MAN, 3 SLB, 31
TPO/TPA, dan 14 Pondok Pesantren serta 2 PTN dan 13 PTS (Sumber
Kantor KEotatif Jember 1989)

Perubahan Kota Administratif Jember menjadi kota otonom
menimbulkan pro kontra secara implisit. Di satu sisi menurut Ludire
Prajoko (Wawancara Radar Jember, 20 Juli 1999) bahwa perubahan
untuk menjadi pemerintah kota otonom bukan semata-mata PAD tetapi
juga adanya pembagian kerja, supaya dalam pelaksanaannya bisa
berkongenirasi disegala bidang pembangunan, sebab kewenangan untuk
meningkatkan pelayanan publik selama ini ferkumpul ditangan pernerintah
kabupaten baik pembangunan di wilayah kabupaten maupun wilayah kota
administratif. Akibatnya kabupaten harus mengawasi wilayah yang
sangat luas yang berdampak sisi potensial terabaikan. Sebagai contoh
perencanaan fata kota Jember Plasa yang tidak terawat yang menjadikan
arug lalulintas menjadi semrawutl. Kesemawruten tersebut juga terjadi di
Pasar Tanjung dimana pihak-pihak yang berwenarg kurang bisa mengatasi
masalah sehingga sulit bagi pasar tradisional untuk mampu mengubah
citra jorok yang melekat selama ini.

Disisi lain Rafael Purnomo Somaji (1999:6) menyatakan berbagai
fakta menunjukkan bahwa Kota Administratif Jember dibangun dengan
sumbangsih Penduduk Kabupaten Jember seliagai contoh untuk membangun
pasar dan Masjid Agung di bangun dengan pungulan pajak kelapa,
demikian juga dengan infrastrukiur yang lain didahulukan dengan
mengalahkan wilayah-wilayah pedesaan seperti pembangunan infrastruktor

sebagai akses penduduk di pedesaan yang masili belum terealisir,
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Berdasarkan data yang ada, beberapa Kecamatan seperti Panti, Silo, Kawasan
Buffer Zona Merubetini belum terjangkau jalan yang memadai. Hal ini
membuat upaya meningkatkan kesejahieraan penduduk menjadi erbatas.
Dari jalan yang ada, beberapa kecamatan yang belum ferakees fadi
sepanjang 135 km lebih telah rusak dan msak berat (Hasil-hasil
Pelaksanaan Pembangunan di Kabupalen Dati II Jember Tahun 1998}
Implikasi in1 sangat penting bagi masyarakat di wilayah tarsebul,
karena wilayah tersebut umumnya adalah wilayah perkebunan yang
besar jasanya bagi Kota Administratif Jember. Rafael juga menyatakar bahwa
parameter untuk menyalakan layak tidaknya Kota Administratil Jember
menjadi daerah kota hendalnya dikaji bukan semata-mate aspek
kelayakan fmansial dan kepentingan kota administratif semata tetapi
juga harus dikaitkan pula dengan kepentingan Kabupaten Jember secara
luas. Berdasarkan UU, Nomeor 22 Tahun 1999 kewenangan Jember sebagai
kawasan perkebunan dikelola oleh propinsi. Dampaknya, Kabupaten Jember
teramputasi bukan saja oleh Kota Adminisitratif Jember yang mentyhendak
perluasan wilayah seperti Kecamatan Ajung dan Kecamatan Sukorambi yang
merupakan daerah potensial, juga diambilnya sekior perkebunan sehingga
jika opsi daerah terwujud, maka terjadi keﬂ’mngldnaﬂ Kabupaten Jember fidak
layak menjadi daerah otonom atau layak, tetapi APBD pada keseimbangan
tendah yalkni yang penting pengeluaran rutin bisa dibayar sedangkan
pengeluaran pembangunan dinomorduaken, padahal ﬁ}l'mk memhaf;g'un
in [rast;u}:hir daerah yang terbelakang seperti Panti, Tempurejo dan Silo
membutuhkan biaya yang besar.

Berpijak dari fakta di atas, "pro-kontra" terhadap perubahan
gtatus Kota Administratif Jember menjadi Pemerintah Kota Otonom

harus diantisipasi untuk meminimalisir hambutan pembangunan
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2.2 Dasar hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan yang
diajukan dalam penyusunanskripsi ini adalah:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1899 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

2.3 Kerangka Teori

Kerangka teori untuk membahas permasalahan dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut.
2.3.1 Pengertian Kota

Keberadaan dan perkembangan kota di Indonesia dapat dicandra
dari segi struktural maupun fungsional (Ryadi, 1987:15) atau dar aspek
fisik dan aspek administratif (Sujamto, 1993:11), sebagai fungsional urban
areas dan administrasi urban areas. Dari segi struktural, kota sebagai
suatu area yang secara administratif memiliki batas-batas yang
didalamnya terdapat komponen-komponen yang meliputi penduduk,
sistem ekonomi, sistem sosial, sarana maupun infrastruktur sebagai suatu
kelengkapan keseluruhan. Kota dari segi fungsional adalah sebagai pusat
pertumbuhan dalam sistem perkembangan kehidupan sosio kultural yang

luas.
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Karakteristix Administratif yakni menekankan aspek formial dan
bersifat Telatif statis, sedangkan segi fungaional adalah menckankan
aspek figik sosial dan dinamis (Sujamto 1983:8). Oleh karenanya Depdagri
mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota. Dalam pasal 1 dinyatakan.

a Kota adalah Pusat Pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai
batagan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang
undangan serfa pemukiman yang telah memperlibatkan watak dan cin
kehidupan kekotaan.

b Perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat pemukiman yang

berperan di aalam suatu wilayah nasional sebagai simpul jasa.

2.3.2 Parameler Perubahan Stalus Kolalif Jember Menjadi Kola Olonom
Ada beberapa [akior yang dapat dijadikan tolak nkar kota
atonom, meskipun hal itu tidak selalu benar karena terdapat perbedaan
inferpretasi. Bahkan lebih 1.auh lagi terdapat kesukaran mengukur
otonomi dalam konteks polarisasi "sentralisasi” dan “"desentralisasi”
Pemerintahan karena tidak adanya satu "kontinum" yang jelas dan
dapat dijadikan ukuran pasti (Fesler,1965:7). Selain itu kewenangan
merupakan lakla sosial yang kompleks dan seltaligus sukar diucur cara
membaginya apalagi hanya mengamati satu periode lertenti. Lepas
dari segala kesulitan tersebut, mengidentifikasi ukuran kota otonom
melalui proses desentralisasi kewenangan merupakan suatv upaya
yang sangal penling dan berharga dalam rangka meninjau kembali
seberana besar perhatian yang diberikan untuk menunjang Proses

"pendewasnan” pemerintah daerabh,
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Upaya mencari fakior-fakior pengukur kota otonom pemerintahan
daerah (Smith 1979:13) meliputi, Perfama, longsi manajerial pemerintah
daerah yang berkaitan dengan aspek pembangunan daerah (Hilhorst,
1880:17) yaitu, kewenangan untnk merencanakan produksi barang dan
jasa, kewenangan untuk mengawasi dampak produksi barang dan jasa
rirta kemampuan untuk mendorong pembangunan daerah sesuai
dengan sumber-sumber yang tersedia. fedua, Kewenangan mencari
dan mendistribusikan sumber-sumber kenanyan daerah dapat dijadikan
telak nkur yang sahih untuk melihat tingkat keberhasgilan daerah dalam
menjalankan olonominya. Semakin terbatasnya sumber pendapatan asli
daerah, semakin kecil pula otonom yang .dapat dijalankan oleh pemerintah
daerah. Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1989
dinyatakan, "Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas
daerah dan pertimbangan ].EiI.!".

Untuk menentukan kriteria suatu kota (urban), BPS menguunakan
tiga indikator yaitu, memiliki kepadatan penduduk sama atau lebih besar
darl 5000 orang per km?, jumlah fasilitas urban yang dimiliki sama atan
lebih besar dari 8, Fasilitas urban meliputi 8D, SLTP, SMU, Gedung
Bioskop, Rumah Sakit, BKIA, Puskesmas, Jalan, Telepon, kantor Pos,
Papar, Perfokoan, Bank, Pabrik, Rumah makan, Listrik dan usaha persewaan
pesta. Bila suatn area memenuhi kriteria BPS itu, maka sudah bisa

disebut lcota,
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Dirfjen PUOD menggunakan indikaler jumlah penduduk untuk
metentukan kriteria kota yakni, Kota Kecil (20.000-100.000), Kota sedang
(100.000-500.000), dan Kota Besar (> 500.000). Eemudian Sujamto
melakukan ¥lasifikasi berdasarkan aspek administratiinya yaitu, Kota
Kecil (20.000-100000), Kela Administraif (100.000-250.000), Kctamadya
(250.000-1.000,000), Kotaraya (> 1.000.000), c:an DKI Jakarta. (1998:1€)

Sedangkan Departemen Keuangan menggunakan parameter
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama dengan atau lebih dari % milyar
rupiah (Khalig Anshari, 1999;4-5)

2.3.3 FuklorPaklor Yang Mempengaruhi Berhasil Tidaknys Perubahan

Status Kolatilf Jember Menjadi Kola Olonom,

Kerbicara masalah berhasil tidaknya perubahan statue Kofatif
lember identik dengan pembahasan kendala-kendala alau lantangan
yang dibadapi Kendala tersebut antara lain, “erfama adalah masalah
birokrasi pemerintah (struktural) Kotif dibentuk sebagal pelaksanaan
asas dekosentrasi, dimana kewenangannya bersifat hirarkis dari Pejabat
Pusat, Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karenanya secara hirarkis
orgaiisasional Pemerintah Kotafif Jember mevupakan bawahan Pemerintah
Kabupaten sehingga hambatan tersebut bisa jac\i bersumber dari Pemerintah
Kabupaten Jember (Khalig Anshari,1999,8-9), Kedua Aspirasi masyarakat
Kotatif Jember. Ketiga, Kualitas Sumber Daya Manusia. Xeempat, Daya
dukung Sumberdaya ekonomi dan sistern pengolahan serfa pengelolaan
yang tercaknp di dalamnya sumberdaya po'‘ensial, sistem pengelolaan
sumberdaya aktual dan prospek pengembang:n kedepan, felima Layanan
Ferkolaan. Layanan perkotaan ini membuiuhkan profesionalitas serta

kualitas pelayanan yang memadai demi kelangsungan pembangunan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 1Y
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berkenaan dengan apa yang telah diuraikan dimuka, maks

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1

fLs]

Kotatif Jember layak untuk berubah menjadi kota otonom Kelayakan
perubahan status tersebut didulung oleh potensi ekonomi dengan
indikator Pendapatan Asli Daerah yang memadai yaknj Rp 11.000.000.000.-
( sebelas milyar rupiah) , sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
yang memenuhi standar, siabilitas sosial, politik, budaya yang heterogen
memungkinkan adanya modernisasi, Hal tersebut Juga didukuig
oleh aspirasi sebagian besar warga Kotatif Jember yang menginginkan

untuk segera dilakukan perubahan status.

- Perubahan status Kotatif Jember menjadi kota otonom memiliki

arti yang urgen, dimana dengan berubahnya status Kotatif
Jember menjadi Kota Qtonom diharapkan proses demokratisasi
dalam artian pemberdayaan rakyat untuk berpartisipasi aktif
dalam turut menentukan masa depan Jember dapat terlaksana
melalyi mekanisme pengawasan, sshingga tingkat pelayanan

terhadap masyarakat juga akan semakin baik,

i8
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4.2 Saran

1. Pemcrintah Daerah Tingkat II Jember seyokyanya menindaklanjuti
uniuk merealisasikan perubahan status Kotatif Jember menjadi Kota

tonom sesual dengan potensi, keadaan sosial politik, budaya serta
aspirasi warga Kotatif Jember yang menginginkan perubahan,

2. Pereaiiuasianl perubahan status Kotatif Jember menjadi Kota Otonom
dilalkulan dengan mengajukan kepada Dewan Pertimbangan Otononii
Dasrah tordiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Manteri
Selietaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwalkilan
Rscsiasi Pemerintah Daerah dan wakil-wakil dacrah yang dipilih oleh

DPRD,
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Lampiran &

Undang Undang No. 22 Tahun 1999
tentang
Pemerintahan Daerah

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Presiden Republik Indonesia

Menimban I

i

i

bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indone-
sia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan
kepada Daerah untuk menyelenggarakan Olanomi Daerah;
bahwa dalam penyelen ggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu
untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memprerhalikan
potensi dan keanekaragaman Daerah;

bahwa dalam menghadapi perkembagan keadaan, baik di dalam
dan luar negeri, serta tantangan persamgan global, dipandang
perlu menyelenggarakan Otonomi Dacrah dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada
daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perim-
bangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, Pemerataan dan
keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, vang dilak-
sanakan dalam kerangka Negara Kesaluan Republik Indonesia;
bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Megara Nomor 3037)

2370
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tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan GE:E,E Daerah
dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganty,

bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Megara Tahun 1979 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang Enﬂwm_.mmmn._.rw:
nama, bentuk, susunan, dan kedud ukan ﬁm_._._m_.h.bﬂm._._mh desa, Hdak
sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya
mengakui dan menghormati hak-hak asal usul Daerah yang
bersifat Istimewa schingga perlu diganti;

bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan EsnEwm.Cnm.m:m
mengenai Pemerintahan Daerah untuk mengganti Eﬂ,a ang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fo kok-pokok Pemerintahan
di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa;

Mengingat:

't

L5 |

Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1)

ang-Undang Dasar 1945; . :
_W_M”w.,”mmmumz Em._%_m Permusyawaratan Rakyat Republik ﬁ:,ﬂﬂzﬁa
MNomor X/ MPR/1998 tenlang Pokok-pokok Emmoqinvw _mm&__-
bangunan dalam Rangka wm#:v.mﬁq:w?ﬁ dan Normalisasi

i astonal sebagal Haluan Negara; . )
MMWMMMWWM _“_m_ﬂ.:m —..aﬁﬂuﬂﬂmimﬂﬂm: Rakyat —Hmﬁr&___r Indonesia
Nomor X1/MPR/1998 tentang wumﬂw,ﬂﬁmm”.ﬂwﬁ Negara yang

il d: chas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; _
WMM.MMH M___m__mmm H.,mﬁw:wmminﬂm_mﬂ Rakyat Republik _E”__unﬂﬁ
Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan D_.EWE:
[Daerah, Pengaturan, Pembagian dan _...m_.:m_.RmHE.P mwﬂ_.._ﬁﬂm mw“
Nasioanal yang berkeadilan serla Perimbangan _ﬁn:nﬁﬂnw n__F "
dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indon
.Mﬂnm:m.dzn_mﬁm Nomor 4 Tahun 1999 tenfang mcm.ﬂ:ﬂ._ h_.”.”
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat .—Hmm_ﬂ,s_.H ,Gm”. ”ur
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan mu_nfﬂ ﬂ&.mﬂ
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24. Tambahan Lem

Megara Nomor 3811).

SO

g

e —— e —

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan:

Menetapkan :

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Dacrah

Bab 1
Ketentuan Umum

P'asal 1

Dlalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
a.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari
Presiden beserta para Menteri.

Pemerintah Daerah adalaih Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah Otanom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sclanjutnya disebut DPRLD,
adalah Badan Legislatif Daerah.

FPemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan /atau perangkat
pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan
tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana
serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang
menugaskannya.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyvarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

I
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i Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, atlalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah terfentu,
berwenang mengatur dan mengurus kepenbingan Emmmﬁn.mrw._
setempat menurul prakarsa sendird _un..:wmmmqrmn aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara mﬁmmm_.:.mh;ﬁmﬂcwrw F&Eﬁmpu..

i Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil
Pemerintah.

k. Instansivertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga
on Departemen di daerah. . o

L w&ﬂﬁmﬁﬂ%mﬂm berwenang adalah ﬁ&mwm.w emerintah mr ::mwﬁ
pusat dan/atau pejabat mnq:m:nﬁﬁ.d di daerah ﬂuma.:._w_ yang
berwenang membina dan mengawast penyelenggaraan Pemerin-

; erah.

TIL ﬂw_nmﬂu”wr.ﬁ adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah

upaten dan daerah kota.

n. M.J:M&nn adalah wilayah kerja Lurah mnsmmwm perangkal daerah
kabupaten dan/atau daerah kota di ,n_m:.___m# TmnmE.nEz.. ol

0. Desa atau yang discbut dengan nama lain, selanjutnya a_mﬂ.“w
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus _»mﬂmj:ﬂ.m_.::
masvarakat setempat berdasarkan E,.E-:ﬁ.__. dan mm.& _mﬂm_%i

mmﬁm%nﬁ yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan
rada di daerah kabupaten. .

p- _H.MMEEE., pedesaan adalah kawasan yang mempunyal rwmzw.,e._
utama pertanian, termasuk ﬁmﬂﬂnwcummw__ sumber a,,.u\_hwﬁw_ mNH.._,
dengan susunan fungsi kawasan sebagai lempat pemu ”HM
pedesaar, m_m_mu._,m:nn jasa ﬁaﬂm&ﬂﬁaﬁ? ﬂlmwmﬂmﬁ sosial dan

jatan ekonomi, . .

q. M.mimmu: perkotaan adalah kawasan yang mempunya rmm__“__wﬁh.”
utama bukan pertanian, dengan susunan fungs1 rm..._.&mm_”_ m% .wmmw
tempat permukimar perkotaan, pemusatan mﬂ._ M _T.nmrj
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegls

ekonomi.

Bab 11
Pemerintahan Daerah ~

e dibagi dalam
i publik Indonesia dibagl
11 Wilayah Negara Kesatuan Repu -
o Ummwwrﬂnﬁucgmw, Daerah Kabupaten dan Dmﬁm&. Kota yang bersifa
Otomam.

- Jni

(2} Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah Administrasi.

Pasal 3
Wilayah Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), terdiri atas wilayah daral dan wilayah laut sejauh dua belas

mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.

Bab III
Pembentukan dan Susunan Daerah

Pasal 4
{1} Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan
disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal
setempal menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakal,
{(2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I} masing-

masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki
satu sama lain.

Pasal 5

(1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan
ckonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah
penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkin-
kan terselenggaranya Ctonomi Daerah,

(2) Pembentukan, nama, batas dan ibukota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang.

(3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu
daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama dan

pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

(4) Syarat-syarat pembentukan daerah, schagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

(1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah,

dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain.

(2} Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah.
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1) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan dan pemckaran

g daerah, @u&amﬁnmwbn termaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) _uﬁﬂm#ﬁmﬁnn. penggabungan dan Pemekaran _U..EE? sebagai-

" mana termaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan
Undang-Undang,

Bab IV
Kewenangan Daerah

Pasal 7

(1} Kewenangan TDaerah mencakuap kewenangarn n_m_mﬂ m&ﬁﬁ._
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan rmMEmEHE. peradilan, moneter, fiskal,
agama serta kewenangan bidang lain.

(2) Wﬂiﬂﬁhmuu bidang Hmw“.._.. sebagaimana termaksud pada ayat (1),
meliputi kebijakan tenlang perencanaan nasional n.E..
pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perim-
bangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga
perckonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan mE...___.._Eq
daya manusia, pendayagunaan sumber daya wpmu.. serta teknologi
linggi yanyg strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Pasal 8
(1) Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah mmhm_ﬁ
rangka desentralisasi harus disertal dengan ﬁﬁﬂ_..__nqn_._mﬂmﬁ
pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan Enr
(2) Kewenangan Pemerintah yang nEﬂEﬁr.n: kepada h.%%
dalam rangka dekonsentrasi harus disertal dengan pembiayaan
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebul,

Pasal 9
. insi i h Otonom mencakup
1) Kewenangan provinsi sebagai U_mmﬂw \enca
_ﬁ kewenangan dalam bidang pemerintahan yang w.m_.m_mmﬂ fintas
kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang peme-
rintahan tertentu lainnya. :
insi i termasuk juga
2) Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
- kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah
kabttpaten dan Daerah Kota.

s,

{3) wﬂgﬁmﬁ MH__-E sebagai wilayah administrasi mencakup
owenangan m bidang pemerintahan yvang dilim pahkan
kepada Gubemnur selaku wakil pemerintah. =

Pasal 10

(1) Usm..n_._.__ berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia

di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian

lingkungan sesumi dengan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Daerah di wilayah laut, schbagaimana dimaksud
dalam pasal 3, meliputi:

a.  eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan
laut sebatas wilayah laiit tersebut,

b.  pengaturan kepenlingan administratif:

C.  pengaturan lata ruang;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
daerah atau yang dilimpahkan kewenangannva oleh
pemerintah; dan .

€. bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan negara.

(3) Kewenangan Daerah kabupaten dan Daerah Kata di wilayah laut,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari
batas laut Daerah Provinsi.

{4} Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan scbagaimana
dimaksud padaayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

. (1) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup

semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang di-
kecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.

() Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah
Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum. kesehatan,
pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.

Pasal 12
Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 13
(1) Pemenntah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas
tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan,
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2)

(1)
{2)

sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung.-
jawabkannyva kepada Pemerintah.

Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan peraturan perundang-undangan,

BabV
Bentuk dan Susunan "'emerintahan Daerah

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan
Pemerintab Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Dacrah beserta perangkat

Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15
Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, keanggotaan,

pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan Undang-Undang.

(1
(2)

Pasal 16
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan
wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila,
DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17
Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan
panitia-panitia.
DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat

kelengkapan DPRD.
Pelaksanaan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRLD.

Pasal 18

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang;

2. memilih Gubernur/Wakil Gubernur, B i i i
: dan ﬂ__MHmroﬂxEnrm Walikota; W= )
«  memilih angpot; jeli

S Mﬂﬁc a Majelis Permusyawaratan Rakyat dam
. Hwn_%pﬁ%”_xmn EME&#EE dan pemberhentian Gubernur/

g nur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil
d.  bersama den i i

gan Gubernur, Bupali, at: i

bentuk Peraturan Daerah; R
. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetap-

kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Diacrah; i
£ melaksanakan pengawasan terhadap:

1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan per-
undang-undangan lain;

“ 3 e & 2

W_._,.wmhn...wﬁu..._mn: keputusan Gubernur, Bupati, atau
m_m_m.ﬁ..,.m:mm: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kebijakan Pemerintah Daerah, dan
pela WmmnmEﬂ kerja sama internasional di daeraly;

£ mﬁq:_u.m:rm: pendapat dan pertimbangan kepada

Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional
_ yang menyangkut kepentingan Dacrah, dan
1. menampung dan menindaklanjuti aspirasi daer
ot i pirasi daerah dan

3 - £
_Emr.mEEn: tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat
(1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

o]

o1

Pasal 19

(1) DPRD mempunyai hak:

a. ﬁmﬂ.ﬂﬂ” pertanggungiawaban Gubernur, Bupati, atau
meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah:
mengadakan penyelidikan; .
mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah:
mengajukan pernyataan pendapat;

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;

menentukan Anggaran Belanja DPRD: dan

menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

kil O T -
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{2) FPelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20 .

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat
negara, pejabal pemerintah, atau warga Hmmu_,mnmrmm ..E_zr.
memberikan keferangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani
demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan dan pem-
bangunan. 5

(2) Pejabat negara, pejabat m_aﬂmq.q:ﬁmrﬁ? .m.ﬁﬁ warga masyarakal
yang menolak permintaan, mm_uumnp.&_:,_mwm;n pada ayat (1),
diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun, karena
merendahkan martabat dan kehormatan DPRD.

(3) Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan-ayal (23,
diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRED.

Pasal 21
(1) Anggota DPRD mempunyal hak:
a. pengajuan pertanyaan,
b. ﬁnoncrimﬁ. dan .
c.  keuangan/ administrasi. .
(2} Pelaksanaan hak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

dalam Peraturan Tata Tertib DPRIDL

Pasal 22
DPRD mempunyai kewajiban,
a. ..:mz.ﬁwlmmmﬁrmh dan memelinara koutuhan MNegara Kesaluan

Republik Indonesia, By
b EM.ﬁmEE.Wub Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta
. i 5eg: T ang-undangarl,
menaati segala peraturan perundang-un |
- membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintanan

Daerah, \ s
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan

demokrasi ekonomi, dan e | .
¢. memperhatikandan menyalurkan aspirasi, ﬂ_.-m.ﬁmﬂn.-m. rl&..m_h a_m_.ﬂ“r
pengaduan masy arakat, serta memfasilitasi tindak lanju

penyelesaiannya.

Pasal 23 ;
(1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnysa
enam kali dalam setahun,

R i —

(#) kecuali vang dimaksud pada ayal (1), atas permintaan sckurang-
kurangnya seperlima dar jumlah anggota alau atas permintaan
Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat mengundang anggotanya
untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam satu bulan
setelah permintaan itu diterima.

(3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua DPRD.

{4) Pelaksanaan ketentuan, schagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRL,

Pasal 24
Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 25
Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang
dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas
kesepakatan di antara pimpinan DPRD.

Pasal 26
Rapat tertutup dapat mengambil kepubhisan, kecuali mengenai:
a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DI'RD,
b. pemilihan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah,
¢. pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan ERakyat Utusan
Daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
penetapan perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi,
utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah,
Badan Usaha Milik Daerah,
penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya,
persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai, dan
kebijakan tata ruang.

=k R -8

(e

Pasal 27

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di pengadilan karena
pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD,
baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan atau tertulis,
kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud
oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku
kedua Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Fidana.
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Pasal 28

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dapat dilaksanakan
atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD
Provinsi dan Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten dan Kota,
kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan lindak
kejahatan.

(2) Dalam hal anggota DPRD tertangkap tangan melakukan tindak
pidana, sebagaimana dimaksud padaayat (1), selambat-lambatnya
dalam tempo 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada
Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.

Bagian Keliga
Sekretarial DPRD

Pasal 29

(1) Sekretariat DPRD membantu DPRD dalam menyelenggarakan
tugas dan kewenangannya. .

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang mmwm,m.%_r. _u_—u..m_w... yang
diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD. ,

(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan lugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRID.

(4) Sekretaris DPRD) dapal menyediakan tenaga ahli dengan tugas
membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

(5) Anggaran Belanja Sekretaris DPRD ditetapkan dengan Keputusan
DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Bagian Keempat
Kepala Daerah

P’asal 30
Setiap Daerah dipimpin seorang Kepala Daerah sebagai Kepala
Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.

Pasal 31
(1) Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena jabatan-
nya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah. . |
(2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai m.ﬂnm_w_m
daerah, Gubemur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.

EAATH

(3) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, schagaimana
termaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib
DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

(4) Dalam Kedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubemur berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
{5) Tala cara pelaksanaan perlanggungjawaban, schagaimana
termaksud pada ayat (4), ditetapkan olebh Pemerintah,

Pasal 32

(1) Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati.

(2) Kepala Daerah Kota discbut Walikota, i

(3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah,
Bupali/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/
Kota.

(4) Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayal (3), ditetapkan dalam peraturan tata terlib
DPRII sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 33
Yang dapat ditetapkan menjadi kepala daerah adalah warga
negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
a- bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.  setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pemerintah yang sah.
¢. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara
Kesatuan Rrpublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat
keterangan Ketua Pengadilan Negeri;
d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah LanjutanTingkat
Atas dan/atau yang sederajat;
berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;
sehat jasmani dan rohani;
nyata-nyata tidak tergangeu jiwa/ingatannya;
tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
Pengadilan Negeri;
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.

O~ o Bl

|7 ?f":""
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(1)
(2)
(3)
(4)

(3

(1)

(2}

(1)

(2)

(3}

(1)

Pasal 34
Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.
Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah ditetapkan
oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
Untuk pencalonan dan pemilihan Wa kil Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dibentuk Panitia Femilihan.
Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah
Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai
anggota,
Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekrelaris Panitia
Pemilihan, tetapi bukan anggota.

Pasal 35

Panitia Pemilihan, sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat {3),

bertugas: .

a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal
calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Pasal 33;

b.  melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan

¢. menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan

Bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah

yang memenuhi persyaratan sesual dengan hasil _..Enw_..rwmun:

yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, sebagaimana EE&?:&.
pada ayat (1), diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai
calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 36

Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal
calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 33.
Sctiap {raksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah
dan bakal calon Wakil Kepala Daerah dan menyampatkannya
dalam rapat paripurna kepada pimpinan DFRD. .

Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan
pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 37 .
Dalam Rapat Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi

memberikan penjelasan mengenai bakal calonnya.

392

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pimpinan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk
menjelaskan visy, misi, serta rencana-rencana kebiajakan apabila
bakal calon dimaksud terpilih sebagal Kepala Dacrah:

}mﬂmmoﬂ DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal
calon,

FPimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian
atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui
musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-
kurangnya dua pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil
Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang di antaranya oleh
DPRD.

Pasal 38
Mama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah
ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsuitasikan dengan Presiden.
MNama-nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon
Walikota dan calon Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPEID
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

Pasal 39
Pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya dua perliga dari jumlah anggota DFRD.
Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum,
sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda
rapat paling lama satu jam.
Apabila ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum
dicapai, rapat paripurna diundur lagi paling lama satu jam lagi
dan selanjulnya pemilihan calon Kepala Daerah dan calon Wakil .
Kepala Daerah tetap dilaksanakan.

I'asal 40
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan
secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu
pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari
pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Paerah
yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah oleh DPRED dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41
Kepala Dacrah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat

dipilih kembah hanya untuk sekali masa jabatan.

(1)

Pasal 42 . .
Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.
Sebelum memangku jabatannya, Kepala Dacrah mengucapkan

¢ 1. : .
wﬂﬂﬁwﬂﬁ“ L-rmﬁ sumnpah/janji dimaksud mmmir sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji _.cmw_ﬁm.mm_.ﬁ .mrm:
memenuhi kewajiban saya selaku Gubernur/ mrﬁm:..___ _r______m.__w_.#m
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya,
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan memperta-
hankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan
lik Indonesia”.

%Mﬂ,pwﬁm pengucapan sumpah/janji dan pelantikan bag: Kepala
Daerah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Kewajiban Kepala Daerah

Pasal 43

Kepala daerah mempunyai kewajiban;

.

w =P oo T

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945; :
Emmz._nm.mﬂm teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
menghormati kedaulatan rakyat; .
H_Epmmﬁwrm: seluruh peraturan perundangan-undangan;

eningkatkan taraf kesejahteraan H.m_n.w.wn .
Hﬁﬂmmwmﬁm ketentetraman dan ketertiban masyarakat; dan
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya
sebagal Peraturan Daerah bersama dengan DFRD.

=i d

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4).

Pasal 44
Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daeral
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DEFRD,
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD.
Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalu Menteri
Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala
Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya
sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala
Dacrah atau apabila diminta oleh Presiden,

Pasal 45
Kepala Dacrah wajib menyampaikan pertanggungjawaban
kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
Kepala Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada
DERD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayal (2).

Pasal 46
Kepala Daerah yang ditolak perlangpungjawabannya sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 45, baik pertanggungjawaban
kebijakan pemerintahan maupun pertanggungjawaban keuangan,
harus melengkapi dan/atau menyempumakannya dalam jangka
waktu paling lama tiga puluh hari.
Kepala Daerah yang sudah melengkapi dan/atau menyempurna-
kan pertanggungjawabannya menyampaikannya kembali kepada
DFRD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
Bagi Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk
kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya
kepada Presiden,
Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh
Pemerintah,

Pasal 47
Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar

pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya.

1A0cC
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Bagian Keenam
Larangan bagi Kepala Daerah

Pasal 48

Kepala Daerah dilarang;

a.

b.

turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun
milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga;
membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan
bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu,
atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepen-
tingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan

. golongan masyarakat lain;

melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi
dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yvang
berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

mienerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut
dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya; dan

menjadi advokal atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan, selain yang dimaksud dalam Pasal 47,

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Kepala Daerah

Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena;

a.
b

C:
d-

meninggal dunia;

mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
Hdak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33

melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3);

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48; dan
mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang
melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus
itu ditolak oleh DPRD,

dan disahkan oleh Presiden.
(2) Mmﬂuﬂ?fg: DIRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
D_mwm Hw 1n_ olefy sekurang -kurangnya dua pertiga dari jumlah an m.m.zI

40 putusan diambil dengan persetujuan :

: : ’ sek -
kurangnya dua pertiga dard jumlah anggota f.mz.% “_.E_&_...u B

R I’asal 51
€pala Daerah diberhentikan oleh Presid
, . . en tanpa melaluj
Kepu M_:.mm_._ DPRD apabila terbukt mela kukan tindak pid mbﬂ r&ﬂ:mﬂ“
yang dancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam

ﬂmﬂwﬁrcr_gmnﬂmmzarm .,E.: . .
Undang Hukum Pidana, = 2 8 o dalam Kitab Undang-

Pasal 52
(1) Hmﬂm_.m Umﬁ.m: yang diduga melakukan makar dan/atau
mm.w uatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia diberhentikan untuk sementara n. i
jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD =
(2) Kepala Daerah vang terbukli melakukan Em_ﬁ“w dan ....Lucﬂ
vang n.m_uﬁ memecah belah Negara Kesatuan mmm.:wmrMnnon d ME
yang dinyatakan dengan kekuatan hukum yang tetap diberh e
j kan oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD. % ™
(3) _.mmﬁm_u Dacrah yang setelah melaluj proses peradilan ternyvats
tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yan .“_,__E a".
Emn.:unw_,_ belah Negara Kesatuan Republik Indonesia mep“hm“-
mana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan dishabit.
tasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya,

Pasal 53
(1) DPRD memberitahukan akan be

Kepala Dacrah secara tertu
bulan sebelumnya,

(2 m,_mummb adanya pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Nnmﬂm Daerah mempersiapkan pertanggungjawaban akhir
masa jabatannya kepada DPRD dan menyampaikan pertang-

m::ﬂmémwm:*mummwc_mmgvﬁgHau i
Sl il ambatnya empat bulan setelah

. rakhirnya masa jabatannya
lis kepada yang bersangkutan, enam
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(3)  Selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jubatan Kepala
Daerah berakhir, DPRD mulai memproses pemilihan Kepala
Daerah yong baru.

Pasal 54
Kepala Daerah yang ditolak pertanggungjawabannya oleh DPRD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, tidak dapat dicalonkan kembali
sebagal Kepala Daerah dalam masa jabatan berikutnya, -

Bagian Kedelapan
Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah

Pasal 55
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dilaksanakan
setelah ndanya persetujuan tertulis dari Presiden.
(2} Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), adalah;
4. tertangkap langan melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
b, dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan hukuman mat.
(3) Setelah tindakan penyidikan, sebagammana dimaksud pada ayat
(2). dilakukan, hal ini harus dilaporkan kepada Presiden selambai-
lambatnva dalam 2 kali 24 jam.

Bagian Kesembilan
Wakil Kepala Daerah

Pasal 56

{1} Disetiap Daerah terdapat secorang Wakil Kepala Daerah.

(2) Wakil Kepala Dacrah dilantik oleh Presiden atau pejabat yang
ditunjuk, bersamaan dengan pelantikan Kepala Daerah.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Kepala Daerah
mengucapkan sumpah/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/janjl dimaksud adalah sebagai berikut;
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan
memenuthi kewajiban saya selaku Wakil Gubernur/Wakil Bupati/
Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya, sejujurqujurnya, dan
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan
dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan saya

398

mﬁgz?ﬁunﬁiagﬁi
(6)  Wakil Kepala Dacrah Provinsi disebut Wakil Gubernur, Wakil

R@EDEE&E:EE&EE Wakil Bupati _
Daerah Kota disebut Walikota. e Al ap

: Pasal 57
{1} Wakil xmﬂr Davrah mempunyai tugas;
i membantu Keps
EEM?m: u Kepala Daerah dalam melaksanakan kewafib-

b mengkoordinas tatan instansi .
- ghoordinastkan kegiatan instansi pemerintah di Dagraly;

__n. H.nr__ 1. .. i .
Mﬂnﬁﬂi;rﬁ: Er?ﬂm%fﬁ?:mm_vﬁrm:a_nr Kepaly
(2) Wakil Kepala Daerah bertang i
Vaki gung jawab kepada Kepala Daers
(3)  Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan I,..En.,_.“...:”.. x.“., JF
Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan gy

Pasal 58
(1) Apabila Kepala Dactah berhala i
. | 2 ngan tetap, jabatan Kepals ors
diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis gﬂu&m-_ﬁ_wﬁ:“.ﬂ_ﬂd

(2)  Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan i |
Kepala Daerah tidak diisi, =R Vol

(3} Apabila Kepala Daerah dan Wakil
. r Kepala Daerah berhalanga
tetap, Sekretaris Daerah melaksanaka ot
o i anakan tugas Kepala Dacrah
(1)  Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan

tetap, DPRD menyelenggarakan ili
P pemilihan Kepals Dacraly d;
Wakil Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam ﬂﬂpﬂ.ﬂz mmu_ r__:?,nw
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Bagian Kesepuluh
Kedudukan Kenangan Kepala Dacrah
dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 59
Kedudukan Keuangan Kepala Doaerah dan Wakil Kepala Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Pemernntah.

Bagian Kesebelas
Perangkat Daerah

Pasal 60 . .
Perangkat Dacrah terdiri darl Sekretaris Daerah, Dinas Daerah,
dan lembaga teknis Dacrah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 61

(1) Sekretariat Dacrah dipimpin oleh Sekretaris Cnnnmr.

{2) Sekretaris Daerah Provinsi diangkat ﬂ_r..: Gubernur atas
persetujuan PRI dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat.

(3) Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya adalah Sekretans
Wilayah Administrast. . .

{4) Sekretars Dacrah Kabupaten atau Sekretatis U“M._E.mr Kota ﬁ_.__..z__m#mﬁ.
oleh Bupati atan Walikota atas persetujuan UPRD dari Pepawai
MNegeri Sipil yang memenulbu syarat.

(5) iﬁﬁh_w DH.?—W berkewajiban membantu ﬂmm.u_w Daerah n_.m_uu._
menyusun kebijakan serta membina r:.w.:ﬁm;: kerja dengan dinas,
lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya. .

(6) Sckretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(7) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan Enumrmmhurm: .:m.umﬂwﬁ_..r
tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan olch pejabat yang ditunju

oleh Kepala Daerah,

IPasal 62
(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana _.._.ﬂﬂnnwn_...._r Dﬂsq:r. =
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat ole _"
Kepala Dacrah dari Pegawal Negeri Sipil yang memenuhi syara
atas usul Sekretaris Daerah. _
(3} Wﬂw%ﬁﬂm_:ﬁ bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalul
Sekretarts Daerah

ann

Penyel; e e rintah
L Mggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh P
kepada Gubernur selaky Wakil Pemerintah n_-_mn__mn“.npﬂmr:

&mmnc_u..hah:um._ sebagai im
: " gaimana d
: : ,_ aksud dalam _..,.Hmﬂ_. a ayat _”mr

Pasal 64
B Eﬂnnzzrnh yang menjadi wewenang
witna dimaksud dalam pasal 7, dilaksanakan

(1) Penyelengparaan bidan
Pemerintah, sebagain
oleh instansi vertikal

(2)  Pembentukan susunan organisasi, formas

. _mn:__ﬁm_mw,n.ﬁ.
u._.-.u..&-ﬂ ..._ .. .. . H.. . ._.m_:w__._...
_unﬂ.uﬂ a_“.dm:._ dimaksud pada ayat (1), ditetapkan olch Keputusan

Pasal 65

Di Daerah dapat dibentuk lembaga teknis sesyai deng

kebutuhan Daerah

dAmn

/ Fasal &6

(1) #mﬂ::ﬁ&. merupakan perangkat Dacrah Kabupaten dan Dacral
Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan ¥

2 _.mm_...n? Kecamatan discbut Camat.

(3 MM.E_ diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah

o upaten / Kotada 1 Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi s yaral,

amat menerima pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintal

dari Bupatl/Walikota g

(5) Camat bert anggung jawab kepada Bupati/Walikota

(6) Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan [ .3.5.?;5 Davrah

Pasal £7

n K \ :
1} Kelurahan merupakan peranghal Kecamatan yang dipimpin oleh

Kepala Kelurahan
MMW Mavﬂ_m Kelurahan disebut Lurah,
5 urah diangka . i | Sipi i
cleh Wallkora Bupat s sl o T Temenu sy
(4) Lurah menerima
dari Camat.
{(5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat
(&)  Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daetal,

pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan

401
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Pasal 68
(1) Susunan organisasi perangkat Daecrah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
Pemerintal.
(2) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat Dacrah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Pemenntah

Bab VI
I'eraturan Dacrah dan Keputusan Kepala [Daerah

Pasal 69 .

Kepala daerah menectapkan Peraturan Daerah atas persetujuan

DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Dacrah ?.E. ?.EE_..:._ ran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 70 .
Peraturan Dacrah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, Peraturan Daerah lain, dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggel

Pasal 71

{1} Peraturan Daersh dapat memuat kelentuan tentang, _....w.:rr.rmu.wﬁ
biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebaguan
kepada pelanggar.

(2) _um_”m_:aw.: C%ﬂmr dapat memuat ancaman pidana kurungan
paling lama enam bulan atau denda mm?,_:u_...*,_r-ww:f.r_d.ﬁ
Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas
barang tertentu untuk Daerah, kecuali tidak ditentukan lain dalam

peraturan perundang-undangan

Pasal 72
(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerab dan atas kuasa wﬁ:zhnﬂ
perundang-undangan _..::_ ﬂ.a:m ﬂmu_mr:. Kepala Daera
menetapkan keputusan Kepala Daeran. :
(2) ﬂm_ucﬂ:_ww: "«mwwmmwﬂ__mﬁu dimaksud pada ayat (1), tidak Wﬂhmr
bertentangan dengan kepentingan umum, E.E_.E”ﬁﬂ Daerah dan
ﬂﬂnn.cup:.ﬂmﬂpnmmuw,:ﬂn.._:mﬂn yang lebih tinggi.

a2

Pasal 73

(1) Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bersifat
mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daeral,

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangka
n dal
Lembaran Daerah, m 3

Pasal 74
(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
{2} Dengan Peraturan Dacrah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang

diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketentuan Peraturan Daerah.

Bab V11
Kepegawaian Daerah

Pasal 75
Norma, standar, dan prosedur mengenal pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, menetapkan pensiun, gaji, kedudukan
hukum Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan Pegawai Negeri Sipil
Daerah, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76
Daerah mempunyal kewenangan untuk melakukan peng-
angkatan, pemindahan, pemberhentian, penctapan pensiun, gaji,
tunjangan, dan kesejahteraan pegawal serta pendidikan pelatihan
sesuai dengan 'kebutuhan dan kemampuan Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 77
Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan
administras: kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesual
dengan peraturan perundang-undangan . .
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Bab VIIL

_ Keuangan Draerah

(1)
(2)

d.

A

(1}

(2)

(4)

Pasal 78 s
Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah __.mm.ﬂ DPED dibiayai
dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja .U.mmwmﬁ. :
Penyelenggaraan tugas Pemerintah di ﬂmmm..._.. dibiavai dari dan
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

Pasal 79

Sumber pendapatan Daerah terdirl atas;

Pendapatan ali daerah;

1. hasil pajak Dacrah,

2. hasil retribusi Daerah,

3. hasil perusahaan milik Dacral, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan

4 lain-lain pendapatan Daerah vang sah;

dana perimbangan;

pinjaman Daerah; dan

Jain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 80 g

Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, terdiri

alas; .

a. Dbagian Dhacrah dar penerimaan Pajak Thumi dan Bangunan,
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan
penerimaan dari sumber daya alam.

b. dana alokasi umum; dan

¢, dana alokasi khusus. .

Bagian Dacrah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor

perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan sebagaimana .“:Emf.cﬂ pada ayat (1),

huruf a, diterima langsung oleh Daerah Penghasil.

Bagian Daerah dari penerimaarn Pajak Bumi .&_:.__ mmbHE._.ﬁ,_.: serta

sektor pertambangan dan kehutanan dan penerimaan dari m.__._q:_b.mq

daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima
oleh Daerah Penghasil dan Daerah _E_Mswﬁ untuk pemerataan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketenluan mmw_m% lanjul, sebagaimana dimaksud pada ayal (1), ayat

(2), ayat (3), ditetapkan dengan undang-undang,.

2 A4

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

{1

(2)

Pasal 81
Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber
dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai
kegiatan pemerintahan dengan persetujuan DPRD.
Pinjaman dari dalam negeri diberitahiikan kepada Pemerintah dan
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah,
Pinjaman dan sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri,
sebagaimana dimaksud ayat(l), hatus mendapat persetujuan
Pemerintah, sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan.
Tata cara peminjaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 82
Pajak dan retribusi ditetapkan dengan undang-undang,
Penentuan tarif dan tala cara pemungutan pajak dan retribusi
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Untuk mendorong pemberdayaan Daerah, Pemerintah member
mizentif fiskal dan nonfiskal.

Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 84
Daerah dapal memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan
Peraturan Daerah.

1)

(2)

Pasal 85
Barang Draerah yang digunakan untuk melayani kepentingan
umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggung jawab,
dan/atau dipindahtangankan.
Kepala Daerah dengan persetujuan DPFRD dapat menetapkan
keputusan tentang;
a.  penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya,
b.  persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; dan
¢ tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah,
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(1)

(2)

(3

_ (4)

{5}

(&)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 86 .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditelapkan dengan
Peraturan Daerah sclambat-lambatnya satu ﬂp_zﬂ setelah
[ lanja Negara.
ditetapkannyaAnggaran Pendapatan dan _mm. :
Per cww_..mb Mﬁmmmﬁu Pendapatan dan Belanja ﬂnmqmr L:mﬁﬂ.rm:
dengan Peraturan Dacrah selambat-lambatnya tiga bulan sebeium
tahun anggaran berlaku. , b 1|
fmn_.,.:E._M.mw., Anggaran Pendapatan dan Belanja D..wE.u_.__ m;mn,nﬁ_.mm.ﬂ
dengan Peraturan Daerah selambat-lambatya tiga bulan setela
] ~kutan.
berakhimya tahun anggaran yang bersang .
dmﬁaﬂi:ﬁmz;um penyusunan, perubahan, .wE,_ _unnv_;tmm.ws
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
?
Peraluran Pemerintah. . .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ﬁm_mm_, muﬂm.m_pﬁ%uﬂ
um_._m.uﬂ Peraturan Daerah disampaikan _nnmwa.,__ Gubernur bagl
Pemerintalt Kabupaten/ Kota dan kepada ?mmiﬂ.._._ melalu i % [ atisist
Dalam Negeri bagt Pemerintah Provinst untuk n:x&m_:_r. X
Fedoman tentang pengurusan, ﬂmlmﬂmm::m_umiwﬁbﬂ. an
pengawasan keuangan Daecrah serta tala cara penyu _..E.___w.:.,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ﬂe_xwf&jmmz .,._im
:.,.E..w. keuangan Daerah dan pemny usunan perhitungan Anggaran
ﬂ.mﬁ&mﬂﬁﬁﬂ dan Belanja Daerah ditetapkan scsuai dengan
peraturan ﬂmnc:amﬁm-:namﬂmw:.

Bab Ix o
Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 87
Beberapa Daerah dapat mengada kan kerja sama antar dacrah yang
diatur dengan keputusan bersama. |
[Daerah dapat membentuk Badan Kerja Sama 1552...521..__
Daerah dapal mengadakan kerja Sama dengan badan lain yang
diatur dengan kepufusan bersama. _ P |
Keputusan bersama dan/atau badan kerja sama, rmvnnn:ﬂmba
dimaksud pada ayat (] ), ayat (2), dan ayat (3) yang .Emw:ﬁ.quﬁm
masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan D
masing-masing.

adfr

(1) Daerah

S

Pasal B8
dapat mengadakan kerja sama yang saling
menguntungkan dengan lembaga /badan di luar negeri yang
diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkul
kewenangan Pemerintah, sebagaumana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Tata cara, schagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Pemerintah,
Pasal 89
(1) Persclisihan antardaerah diselesaikan oleh Pemerintah secara
musyawarah,
()

Apabila dalam penyelesaian perselisihan antarDaeral
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), terdapat salah satu pihak
vang tidak menerima Keputusan Pemerintah, pihak tersebut dapat
mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah Agung.

Bab X
Kawasan Perkotaan

Pasal 90
Selain Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota perlu

ditetapkan Kawasan Perkotaan yang lerdini atas;

d.

b.

(1)

(2)

(3)

Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten,
Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan
yang mengubah Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkolaan;
dan

Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih

daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonoml,
dan fisik perkotaan.

Pasal 91
Pemerintahan Kota dan/atau Kabupaten yang wilayahnya yang

berbatasan langsung dapat membentuk lembaga bersama untuk
mengelola Kawasan Perkotaan.

D kawasan Pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi
Kawasan Perkotaan, di Daerah Kabupaten dapat dibentuk Badan

Pengelolaan Pembangunan yang bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat {2) dan
hal-hal lain mengenai Pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan
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(1)

(2)

(3

(1)

(2)

dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 92
Dalam ﬁn:f&mﬂmmmqmm: pembangunan Kawasan Ferkolaan,
Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak

swasta,
Pengikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayal

(1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pem-

bangunan Perkotaan.
Fengaturan mengenai Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan

peraturan perundang-undangan.

Bab XI
Desa

Bagian Pertama
Pembentukan, Penghapusan, danfatau Penggabungan Desa

Pasal 93
Desa dapal dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan
memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakal dengan
persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Peraturan Dacrah.

Pasal 94

Di desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Padan Perwakilan Desa,

yang merupakan Pemerintahan Desa.

Pasal 95
(1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dan perangkat Desa.
(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

yang memenuhi syarat.

4tk

()

suara terbanyak, sebagaimana dimaks
yak, seb ud pada ayat (2), di
oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan a_mrwmn"v“,_uw#mﬂ_uwmh

b Pasal 94
jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dug

kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

T A Pasal 97
ang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa

wargas negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat-

a,
b.

C.

LRSS s (o R

(1)
(2)

{3

?,.q._mr..,_,m kepada Tuhan Yang Maha Fsa;
”Mw.”n &mﬂh\“ﬂw rﬂ._um_n_m Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
ik pe terlibat langsung atau tidak langsun iatan
3 ; ; [ i dalz . R
yangmengkhianali Pancasila dan UUD Hﬁmnc-u%mxwm._.ﬂ._mrmﬂ_#m:
H_Hm_ﬁab Organisasi terlarang lainnya; \ Em
Tpendidikan sekurang-k ; ]
g-xurangnya sekolah lanjutan &
pertama danfatau berpengetahuan vang mmnm_.mu.m.__w__: W L
UmEi:ﬁ mmw:ﬁ:m-r:wmﬂwdﬂm 25 tahun; ‘
sehat jasmani dan rohani: )
nyata-nyata tidak terganggu jiwa /i
3 giU pwafingat ;
ﬂmarmrr:m: baik, jujur dan m_._m__h o
”Mu,” wm:un,& E.r:rc.ﬂ penjara karena melakukan tindak pidana;
. ak dicabut _..m.r pilihnya berdasarkan keputusan pengadila ,
yang mempunyai kekuatan hukum tetap; !
mengenal daerah : ik |
oty nya dan dikenal oleh masyarakal di desa
HE&EHM..EE:#EH menjadi Kepala Desa; dan
memenuhi syarat lain yang sesuai denean adat icti i i
o DmnMd_.m Sual dengan adat istiadal yang diatur

. Pasal 93

mxm_m,ﬂ_m Desa dilantik :#.H. Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

ebefum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapk:
m:ﬂ_umrbmﬁ:_ GG
_.r”.:mFm.E.__ kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagaj berikut;
Demi .EE._ (Tuhan), saya wﬁmcﬂﬁmrarﬂ__mﬂ._. erimmmmfm aka ,
mﬁmﬂmz:? .wm.E&.Emz saya selaku Kepala Desa dengan ~mmmm=“
; m_pwm:wP Sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila

A3
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sebagai dasar negara; dan saya akan mencgakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi
negara dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 99
Kewenangan Desa mencakup;
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa;
b. kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, dan
¢ tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/
atau Pemerintah Kabupaten

Pasal 100
Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/
atan Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa disertai dengan pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 101
Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah;
memimpin penyelenggaraan Pemerintal Desa;
membina kehidupan masyarakat Desa,
membina perekonomian Desa;
memelihara ketentetraman dan ketertiban masyarakal Desa:
mendamaikan perselisinan masyarakat di Desa; dan
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya

N T

Pasal 102
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa;
a. bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan

Desa; dan
b. menyampaikan laporan mengenal pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati,

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena;
a, meninggal dunia;
b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
e tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/

janiji;

410

Bagian Ketiga
Badan Perwakilan Desa

Pasal 104
Desa atau yang disebui dengan nama lain

adat istiadat
menampung dan menyal » membuat Peraturan Desa,

urkan aspirasi masyarak
-
pengawasan terhadap penyclenggaraan ﬂmﬂ..ﬂ::n“rawaﬂ“h..m_mr;m:

Badan Perwakilan
berfungsi me ngayomi

Pasal 105
(1)  Anggota Badan Pegw
sewakilan Desa dipilih dari d:
’ W_.nmm Yang memenuhi persyaratan, pilih dari dan oleh penduduk
e R ekl Dess dipilih dari dan oleh anggota

(3} Badan Perwakilan De
Pebatirsn Teca sa bersama dengan Kepala Desa menetaplan

(4) Pelaksanaan Perat i
o uran Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

whﬂmmn— —ﬂﬂnﬂum—hﬂ
-LQET..—Mh Lain

) P'asal 106
D :
i Desa bisa terdapat lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan

Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1

Bagian Kelima
KR.EE Huﬂﬂ.ﬂ

. Pasal 107

Sumber pendapatan Desa terdiri atas,

A, pendapatan asli Desa yang meliputi;
L. hasil usaha Desa .
2. hasil kekayaan Desa
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3. hasil swadaya dan partisipasi
4. hasil gotong-royong, dan
3. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
b.  bantuan dari pemerintah Kabupaten yang meliputi
1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan
Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
c.  bantuan dan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
d.  sumbangan dari pihak ketiga; dan
e, pinjaman Desa.
(2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelola melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa.
(3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja desa setiap tahun dengan
Peraturan Desa.
(4) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tatacara pungutan objek P'endapatan dan Belanja Desa ditetapkan
bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

I"asal 108
Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraluran
perundang-undangan

Bagian Keenam
Kerja Sama antar-Desa

"Pasal 104
(1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan
Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberilahukan
kepada Camat.
(2) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud ayat (1),
dapat dibentuk Badan Kerja 5ama. :

Pasal 110
Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan
pembangunan bagian wilayah Desa menjadi wilayah permukiman,
industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

419

Pasal 111

(1) Pengaturan lebi i
bih lanjut men i .
Pedie b ity m_m.““” .m_uh..u._.wm ditetapkan dalam

Yang ditetapkan oleh Pemerintah berda
sark :
(2) Hum-ﬁw:..m.q“_ Daerah, scbagaimana anrm“hﬂu“um
mengakui dan menghormati hak, asal usul dan ada

Pasal 112
(1) Dalam rangka Pembinaan,

penyelenggaraan Otonom; Daerah
{Z) Pedoman mengenal :

Pemerintah memiasilitasi

pembinaan dap Cngaw;
penyelenggaraan O i D: i e
H.m:—mﬂ.ﬁ__mm. tonomi Daerah E_Emﬁw&z d

atas
engan Peraturap

Pasal 113

D...._NJ.P H,.m_..mrm.
. Pengawasa Fe : d
Kepala Daerah &mm:.ﬁm.wp_: rmw“. eraturan Daerah

lima belas hari setelah EHH_H__EF

dan Keputusan
da Pemerintah mmEE_um?__mﬂmumcd..n_

NN Pasal 114
% hE._U dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Ke afiisa
mﬂ__”m a Daerah yang bertentangan dengan _nnﬁ.u:_w._mmhn:ﬂwq”
mEﬁﬂm.ﬂEﬂE._ perundang-undangan yang lebih tinggi dan fatay
s peraturan wmqrﬁnmhmmb-:nn_mum_mn lainnya
) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah
Wum_.wrwwmrmm&ﬂm:z dimaksud pada
tpala Daerah yang bers :
i ek yang bersangkutan deng
(3)  Sel H I
) 1m..wﬂn_www Hm_..L.__E,umem Salu mingpgu setelah keputusan pembatatan
. aerah dan Keputusan Kepala Daecrah, sebagaimana

tatau Keputusan Kepala

dan Keputusan Kepala
avat (1), diberitahukan
menyebutkan alasan.

(4) W.Mﬂﬂmwwfm.m tidak dapat menerima keputusan pembatalan
En-ww.mzm mmﬂmr dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana
E&..rmﬂ.m_._ﬁm a ayat (2), dapat mengajukan rm_umHmEn.rnnmnm

Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

8an pedoman umum -
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Bab X111
Dewan Petimbangan Otonomi Daerah

Pasal 115
(1} Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertugas memberikan
pertimbangan kepada Presiden TET e
a,  pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekar-
an Daerah;

b perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; dan

¢ kemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, untuk
melaksanakan kewenangan tertentu sehagaimana dimabsud
dalam Pasal 11.

(2] Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekrelaris Negara, Menteri lam
sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah
Daerah, dan Wakil-wakil Daersh yang dipilih oleh DPRD.

(4)  Menteri Dalam Negeni dan Menteri Keuangan karena jabatannya
adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Fertimbangan Otonorni
Daerah

(4) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab
kepada Presicen,

Pasal 116
Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan (tonomi
Daerah dibantu aleh Kepala Sekretaris yang membawahkan bidang
Ctonomi Daerah dan bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Bab XTV
Ketentuan Lain-lain

Pasal 117
Ibukota Megara Republik Indonesia, Jakarta, karena kedudukan.
nya diatur tersendin dengan Undang-undang.

Pasal 118
(1) Provinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur dapat diberikan otonomi
khusus dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indopesia,
kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Peraturan mengenai penyelenggaraan Otonomi Khusus,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan undang-
undang
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B i 5 Pasal 119
swenangan Daerah Kabupaten din Daerah Kota, sebagaiman,
dimaksud dalam Pasal 11, ﬂﬂ_ﬁr: Juga di kawasan otorita w.E_..,_ :
__.q_in# di dalam Daerah Otonom, vang meliputi Badan _G_Eﬂ_bh
Kawasan Pelabuhkan, Kawasan Bandar Udara, H:Enw..ﬂ__
Perumahan Kawasan Industri, Kawasan Perkebunan, Kawasan
__.aﬁ_mﬂwm:x:? Kawasan Kehutanan, Kawasan Pariwisata
. Kawasan Jalan Bebas Hambatan, dan kawasan lain yang m&m:_ma
2) Pengaturan lebih lanjut, sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah .

Pasal 120
(1) Dalam rangka menyelenggarakan ketentetraman dan ketertiban
Umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk
: m....:;E Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah
{2}  Susunan or Banisas, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas
dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan olel Pumeringaly

h Pasal 121

Sebutan Pravinsi Daerah Tingkat 1, Kabupaten Tingkat 11, dan
Kotamadya Daeraly Tingkat 11, sehagaimana dimaksud dalam Undany.
undang Nomor 5 Talun 1974, berubah masing-masing Em:?r_h_
Provins, #n_...cwur.: dan Kota )

: Pasal 122

Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Provinsi
DI Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Daerah
[stimewa Yogvakarta didasarkan pada undang-undang ini.

. Fasal 123

Kewenangan Daerah baik kewenangan pPangkal atas dasar
Pembentukan Daerah maupun kewenangan tambahan atae dasar
Peraturan Pemerintah dan/atay atas dasar peraturan perundany -
undangan lainnya, penyelenggaraannya disesuaikan dengan Pasal _“_L
Pasal 10, dan Pasal 11 undang-undang ini. :
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Bab XV
Ketentuan Peralihan

Pasal 124
Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, ibukota
Provinsi Daerah Tingkat I, Daerah Istimewa, Kabupaten Daerah Tingkat
11, dan Kotamadya Daerah Tingkat 11, sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan, adalah tetap.

Pasal 125

(1) Kotamadya Batam, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Simeulue, dan semua Kola
Administratif dapat ditingkatkan menjadi Daerah Otonom dengan
memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua tahun setelah tanggal ditetapkan
undang-undang ini, Kotamadya, Kota Kabupaten, dan Kola
Administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus
berubah statusnya menjadi Kabupaten/Kota jika memenuhi
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 5 undang-undang ini.

{3) Kotamadya, Kabupaten dan Kota Administralif, sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), dapat dihapus jika tidak memenuhi
ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom.

Pasal 126

(1) Kecamatan, Kelurahan, Desa yang ada pada saat mulai berlakunya
undang-undang ini tetap schagai Kecamatan, Kelurahan, Desa
atau yang disebut dengan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 huruf m, huruf n, dan huruf o undang-undang ini, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Desa-desa yang ada dalam Wilayah Kotamadya, Kotamadya
Administratif, dan Kota Administratif berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada saat mulai berlakunya undang-
undang ini ditetapkan sebagai kelu rahan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf n, undang-undang ini.

Pasal 127
Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang
ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang
diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 128

Gubernur Kepala Daerah Tingkat [, Wakil Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkal 11, Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat 11, Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat 11, Wakil
Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 11, Bupati, Walikotamadya,
Walikota, Camal, Lurah dan Kepala Desa beserta perangkatnya yang
ada sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pada saal berlakunya
Undang-undang ini tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan
lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 129

(1) Dengan diberlakukannya undang-undang ini, lembaga Pembantu
Gubernur, Pembantu Bupati, Pembanlu Walikotamadya, dan
Badan Pettimbangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dihapus.

(2) Instansivertikal di Daerah, selain yang menangani bidang-bidang
luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, monster dan fiskal,
serta agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi
perangkat daerah,

(3) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekayaannya dialihkan
menjadi milik Daerah,

Pasal 130
(1) Apabila masa jabatan wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal
daripada masa jabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala
Daerah tidak diisi.
(2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lambat
daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Waki!l Kepala
Daerah disesuaikan dengan jabatan Kepala Daerah.

Bab XVI
Ketentuan Penutup

Pasal 131
Pada saat berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tidak
berlaku lagi;
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

- -

e
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(2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
{Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3153),

Pasal 132
Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini
sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-
undang ini ditetapkan.
Pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efek(if selambat-
lambatnya dalam waktu dua tahun sejak ditetapkannya undang-
undang ini.

Pasal 133
Ketentuan peraturan perundang-undangan yvang bertentangan

dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini diadakan
penyesuaian,

Pasal 134
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Dhsahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1999
Presiden Republik Indonesia

ttd

Bacharuddin Jusuf Habibie
L

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 1999

Menteri Sekretariat Megara Republik Indonesia

ttd

Akbar Tanjung

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60

d189

- .

Lampiran 7

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomeor 25 Tahun 1999
Tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang;

@ bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan
pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat
adil, makmur, dan merata, berdasarkan Fancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

b.  bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional dilaksanakan melalui Otonomi Daerah
dan pengaturan sumber daya Nasional, yang memberi keseri-
patan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang
berdaya guna, berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat
madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, unluk itu
diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan dan pertang-
gungjawaban kepada masyarakat;

¢ bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Otenomi Daerah

melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan, perlu diatur

FE R T
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d)

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
dengan sistemn keuangan yang diatur berdasarkan pembagian
kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat
pemerintahan;

bahwa Undang-undang INo.32 Tahun 1956 tentang Penimbangan
Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak
Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan
aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi dacrah, maka
perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengingat:

L

p

3

Me

Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 2{} ayat (1},
Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Nomor XV/MPE/
1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pem-
bagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan,
serla Perlmbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka
Megara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839).
Dengan Persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memutuskan:

netapkan:

Undang-Undang Tentang _um._.:.:w__m:m.._ﬂ Keuangan
antara 'emerintah Pusat dan Daerah

Bab 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

(1)

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
adalah suatu sisterm pembiayaan pemerintahan dalam kerangka

FEsTaY

ot -

Wmmﬂ.w:”nwm.wm_”nunm Mmum Uﬂﬂﬁmr:ﬁ pembagian keuangan antara
Emmer usal dan Daerah secara proporsional, demokrati
1 N . —.Hr._.
ﬂm_wr transparan dengan memperhatikan potensi, kondisj _n_w”._
WM utuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan ﬂmﬂrmﬂ.ﬁm:
wenangan serta tatacara Penyelengaraan kewenangan tersebut
: _wnﬂmm.ﬁr pengelolaan dan pengawasan keuangannya. ‘
(2 F nﬂﬁnﬁjw Pusat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
z Eﬁmﬁﬂ Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
(3) MWEHMEMNM_ wumﬁ.m_._ adalah Pemerintah Daerah sebagaimana
marwsud dalam Undang-undang N 2 tah i
s i v, & g Nomor 22 tahun 1999 tentang
(4} Mu.”._cdaﬂm anwm_.. adalah Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud
alam -und: : .
S ndang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
(3) an_.wr Dn—nﬁob.r yang selanjut disebut Daerah, adalsh Dagrah
onom sebagaimana dimaksud Undang-undang N i
1999 tentang Pemerintah Daerah, = L CECREEE
(&) ﬁmmwhm Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati
E._w_ ﬂmmwmr %mw_:ﬁm*m: atau Walikota bagi Dacrah Kola
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun
_H 15999 tentang Pemerintahan Daerah. .
7} Dewan Perwakilan Rakyat Daeral 1 151
L, yang selanjutnya disingkat
HH.__MW& m%mhm__.. Ua?ﬁﬂn Perwakilan Rakyat Daerah mm_uumm,,.:.%m:a
iud dalam Undang-undang No 22T:
Y I g Nomor 22 Tahun 1999 tentang
(8) “L_umwm_._qammmm adalah Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam
; 3t a ;
Dm:nwwﬂm undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
(%) Wm_wo:m....mzﬂi adalah Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud
alam Undang-undang Nomor 22 Tal :
- Pemerintahan Daerah. : i s
(10) M:mwmf ﬁMﬂHﬂEmﬂ adalah Tugas Pembantuan sebagaimana
imaksi m Undang-undang No 22T : i
RS g § Nomor 22 Tahun 1999 tentang
{11} Sekretariat Bidang Perimbangan Keuvangan Pusat dan Daerah
adalah ..u.whmr satu Sekretariat dalam Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, .
(12) k..._..s.mmwnm: Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN, adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(1B)

(19)

(20)

(1)
(2)

yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Anggaran Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetaphkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiaya
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisas:.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibathan
Dacrah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaal
bemnilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untik
membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang
lazim terjadi dalam perdagangan

Anggaran Dekonsentrasi adalah pelaksanaan APBN di Daerah
Provinsi, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
untuk membiayai pelaksanaan Dekonsentrasi,

Anggaran Tugas Pembantuan adalah pelaksanaan APEN di
Daerah dan Desa, yang mencakup semua semua penerimaan dan
pengeluaran untuk membiayai pelaksanaun Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN. yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-Daerah untuk membiavar kebutuhan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan Desentralisas:

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang
dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai
kebutuhan tertentu.

Dokumen Daerah adalah semua dokumen yang diterbithkan
Pemerintah Dacrah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam
Lembaran Jacrah.

Bab 11
Dasar-Dasar Pembiayaan Pemenntahan Daerah

Fasal 2
Penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi dibiayai atas beban APBD.
Penyelenggarann lugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh
perangkat Daerah Provinsi dalam rangks pelaksanaan
Dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN

422

(3} Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusal yang dilaksanakan

(1) Penyerahan atay pelimpahan kewena; ! i
" \gar Pemerintah kepada
subernur atau penyerahan kewenangan atay Penugasan m_.mﬂ.”ﬂ,_.wT

_a_.E...H Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan
pembiayaannya,

Bab 111
Sumber-Sumber Pencrimaan Pelaksanaan Desentralisasi

Bagian Pertama
Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Pasal 3

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desenira-
lisasi adalah:

& Pendapatan Asli Daerah:

b. Dana Perfimbangan;

¢ Pinjaman Daerah:

d. Lain-lain Penerimagn yang sah.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan Asli Desa

Pasal 4

Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a, terdiri dari;

a.  hasil pajak Daerah;:

b.  hasil retribusi Daerah;

€. hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
aerah lainnya yang sal;

d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah,

Pasal 5

{1} Ketentuan mengenal pajak Daerah dan retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan huruf b, diatur
dengan Undang-undang,

(2)  Ketentuan mengenai perusahaan milik Daerah dan pengelolaan
kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 huruf ¢, diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

425
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(h

(2)

(3

(4)

5

(6]

Bagian Ketiga
Dana Perimbangan

Pasal &

Dana Perimbangan terdiri dari:

a.  Bagian Daerah dar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan
penerimaan dari sumber alam;

b. Dana Alokasi Umum;
¢.  Dana Alokasi Khusus.
Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan
imbangan 10%(sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan
90%(sembilan puluh persen) untuk Daerah.
Penerimaan Negara dari Bea Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan dibagi dengan imbangan 20%.(dua pululi persen) untuk
Pemenntah Pusat dan 80%(delapan puluh persen) untuk Daerali.
10%(sepulul persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan
20%{dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat(3) dibagikan kepacda
seluruh Kabupaten dan Kota.

Penerimaan Negara dari sumber daya alam seklor kehutanan,

sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan

imbangan 20%(dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan
80%(delapan puluh persen) untuk Daerah.

Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan

minyak dan gas alam yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang

bersangkutan dibagi dengan imbangan schagai berikut:

a. Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang
berasal dari Wilayah Daerah setelah dikurangi komponen
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan
imbangan 85%(delapan puluh lima persen) untuk Pemernintah
Pusat dan 15%(lima belas persen) untuk Daerah.

b. Penerimaan Negara darn pertambangan gas alam yang
berasal dari Wilayah Daerah setelah dikurangi komponen
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan
imbagan 70%{tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat
dan 30%(tiga puluh persen) untuk Daerah.

424

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

(7)

(8)

(9).

men%%?z____.mc,.m ditetapkan masing-masing 10%(sepuluh persen)
mw., “ulsembilan _uE_.;._ persen) dari Dana Alokasi Umum
m.,. | _mmE_._._EE yang ditetapkan dalam ayal (1},
wn am rm_ terjadi perubahan kewenangan di antara Dageah
:E__.,EE an Daerah Kabupaten/Kota persentase Dana Alokasi
. MEE.F:_:P _.mamE: Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
perubahan tersebut *
Dana Alokasi Umum untuk s
. uatu Daerah Provinsi tertent
n:_”n..nﬂﬁfn berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi _.._E_._Eh
untuk seluruh Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam APEN
Mﬂﬁ.mu porsi Ummqm# Provinsi yang bersangkutan .
orsi Daerah _..E,..W.E..., sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
”_m._m..n..mﬁ.w,.nma __m“n_ﬂwanw bobot Daerah Provinsi yang Wmﬂmn..mr:f:._
il um : ‘ i
145 P ot semua Daerah Provins: di selyurub Indone-
Dana Alokasi Umum untuk sua -
tu Daerah’ Kabupaten /Kota
".M_ME.E ditetapkan Eq..“_mmﬁ.rmﬁ_ perkalian jumlah _WM.E Alokast
: __.E_ untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan
alam APBN dengan porsi Daerah  Kabupaten/Kota
bersangkutan.
Porsi Daerah g:ﬁm#&xhﬁcﬁ sebagaimana dimaksud dalam ayat
__“”Mh._ Hanﬁunrma porsi bobot Daerah Kabupaten/Kota ..E._i
rsangrutan tethadap jumlah bobot semu: . ten /
Kota di seluruh Eﬁﬂwaﬁ. i s .
Bobot di daerah ditentukan:
a.  kebutuhan wilayah Otonomi Daerah
b. potensi ekonomi Daerah
M._“.uw.“._rvn”._._mg Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagai
nnﬂmr :r..m_pm ﬂwﬂm %E? um..h_m“ {5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (§)
ole ris Bi "eri uAng
e, ng Perimbangan Ke an Pusat
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Pasal 8
(1) Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan ﬂmqw _m_wu MMW_MM_,.._
Daerah tertentu untuk Emﬂ_wvmb_ﬂ rm?h_.zww_wm LSUS,
memperhatikan tersedianya dana n.m;mh.. A m it
(2) Kebutuhan Khusus sebagaimana n,.uﬁ_me.u pada mvw -
kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan deng

.-.rl "
ﬁ menggunakan rurus alokasi umum dan/atau

b. kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas

sional. | 4 B
{3) Emﬂ%ﬂhormm_ Khusus schagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk yang berasal dari dana reboisasi.

; izasi dengan imbangan: . AN
i Wmum&_wmwﬁﬂﬂvmw _wuﬂ_sr persen) dibagikan kepada [Jaerah

| penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus. o,

b.  60% (enam puluh persen) _.E_Ew pemerintah p .Em:nmﬁi
(5} m..,\;.n:m: dalam rangka reboisasi, ﬂmmnmr.w.mﬂw e
ih ﬁ.H.H.,_..Lmu_ﬂ_a.:ﬁ.m,..EE_.__E._Nr_._m:m sebagaimana _H_E._um :ﬂ% s

M“_M.u menyediakan dana pendamping dari APBIJ ses T

kemampuan.

Pasal 9 .

1 A KS d

Besarnya jumlah Dana 'erimbangan sebagaimana wwﬂl“”inwﬂ .
dalam ..m._m...:.m 6 ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran yang

bersangkutan.

I*asal 10
i . ntang tatacara penghitungan dan
_ﬁim:ﬁﬂﬁH MMMMM FMMHH_MLMﬁ_ _.,wﬁnihzwﬂ: MNegara mmummwpﬂwm.ﬁ
twﬂmw_mnwwm_mﬁ sal 6 avat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan __wu} o
ok ; mw Mwﬁﬁzm dimaksud dalam ﬁmmmpumﬂm:pu.muﬁi .“_. u”__w
M_an“_ﬁ Ewﬂ ,,M_mu_mﬁm_mm._% m_.a.,n (8) serta Dana Alokasi Khusus sebagaima
2) By )

intah,
dimaksud dalam pasal 8 diatur dengan Peraturan Pemenn

Bagian Keempal
Pinjaman Daerah

Pasal 11

i Injanm
Daerah dapat E.“.rw:rm._b pinjama
& untuk membiayai sebagian anggarannya.

an dari sumber dalam negerl

2] Daerah melakukan
Pemerintah Pusat.

(3) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna
membiayal pembargunan prasarana yang merupakan aset Daerah
dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali
pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat,

{(4) Dacrah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna
pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas Daerah.

pinjmanan dari sumber luar negeri melalui

Pasal 12

(1) Pinjaman Daerah scbagaimana dimaksud dalam pasal 11
dilakukan dengan persetujuan DPRD.

(2)  Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) dilakukan
dengan memperhatikan kemampuan Daerah untuk memenuhi
kewajibannya.

(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, setiap perjanjian
pinjaman yang dilakukan oleh Daerah diomumkan dalam
Lembaran Daerah.

Pasal 13

(1) Daerah dilarang melakukan pinjaman Dacrah yang menyebabkan
terlampauiannya batas jumlah pinjaman vang ditetapkan,

(2) Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan
sehingga mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
(1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah atas
pinjaman Daerah merupakan salah satu prioritas dalam
pengeluaran APBD,
(2} Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas
pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat

dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan Dana Alokasi
Umum kepada Daerah.

Pasal 15
Pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
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(1)

(£)

(4)

(3)

(&)

(7)

Bagian Kelima
Dana Darural

PPasal 16 :
Untuk keperluan mendesak krpada Daerah tertentu diberikan
Dana Darurat yang berasal dari APBN.

Prosedur dan tatacara penyaluran Dana Darural sesuai ketentuan
yang berlaku bagi APBN

BAB IV
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban _nm.nnumuh
Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 17 AL
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi isa .“H -
kepada Gubernur melalui Departemen /Lembaga Pemerin
. arfemen y kutan.

Non-Depari n yang bersang 7ot
s s ey e Dk
. i i ud pada aya ki

trasi sebagaimana dimaksud p 1.
mﬂm”uﬂm_...::q rmm_um..ﬁn I'emerintah Pusat melalui UE._..:__,:.H:mP___
Lembaga Pemerintahan Non-Departemen vang wm_n._n.q_._mr :hﬂmb
Administrasi keuangan dalam _...mn_,_ﬁ..:.:ua:. 1”.»% _”_._._E_m_
: : ara terpisah dari admunis

Dekonsentrasi dilakukan secar . e
keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan _;wﬂﬂwwmﬁnm.w B

. ; - ari ang be 2
Penerimaan dan pengeluaran ¥ .
mM_Nru_...:nm: Dekonsentrasi diadministrasikan dalam Anggaran
Dekonsentrasi. , v ¢
Dalam hal terdapal sisa angzaran hm.c_w dar pe nm_.EEh:_.”.._.MJ“M“ﬂ
pengeluaran Dana Dekonsentrasi, maka sisa angga
tersebut disetor ke Kas Negara, : \
Pemeriksaaan pembiayaan pelaksanaan mec....mmu,,._.ﬁp ._mM_._m..mE
mana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh instansi pemeriksaan
keuangan Negara. : 2 b
H.nm:u.._____m:n: lebih lanjut tentang ﬂmEr_nwmmﬂm%a_grvmh
Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2)

(3)

i4)

5)

(6)

(7]

(1)

(2)

BAB vV

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 18
| anaan Tugas Membantoan
disalurkan kepada Daerah dan Dess melalui Departemen/
Lembaga Pemerintahan Non-Departemey yang menugaskannya,
F:.Enmm:bm?i;?.: atas pembiayaan pelaksanaun Tugas
Pembantuan sebq gdimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ajeh
Dacrah dan Desa kepada Pemerintah P, 1sat melalui Departemen /
Lembaga Pemerintahan Non-Departemer vang menugaskannya,
Administras; Kevangan dalan, pembiayaan pelaksangan Tugas
Pembantuan dilakukan Secara terpisah dari administrasi keuangan
dalam pembiayaan pelaksanaaan Desentralisasi.
Penerimaan dan Pengelaaran vang berkenaan dengan dengan
pelaksanaan Tugas Pembantuan diadministrasikan
anggaran Tugas Pembantuan
Dalam hal terdapat sisa anggaran lebik dari penerimaan terhadap
pengeluaran dang Tugas Pembantuan, maka 5153 angparan lebih
tersebut disetor ke Kas Negara
Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakuk
pemeriksa keuangan Negara,
Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pelaksanaan Tugas
Pembantuan diatyr dengan Peraturan Pemerintah.

dalam

an oleh instans

BAB vI
Pertanggungjawaban Keuangan
dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Bagian Pertama
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Datam Pelaksanaan Desentralisasi

Pasal 19
Semua penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
Semmua penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan
dengan pelaksanaan Desentralisasi atay Tugas Pembantuan

Merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi
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(3)  APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan
dengan Peratutan Daerah,

(4) APBD, perubahan APBID, dan perhitungan APBD merupakan
Dokumen Negara.

Pasal 20
(1) APEDditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat | (satu)
bulan setelah APBD ditetapkan.
(2) TPerubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah scelambat-
lambatnya 3 (tiga) bulin sebelum berakhimya tahun anggaran.
(%) Perhitungan A'BD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhimya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 21
Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi
anggaran penerimaan.

Pasal 22

(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai
kebutuhan tertenie

(2) Danacadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicadangkan dari
sumber penerimaan Daerah

(3)  Setiap pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(#) Semua sumber dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadmi-
nistrasikan dalam APBLY.

I'asal 25
(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan [Daerah
diatur dengan Peraturan Daerah.
{2} Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 24
(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertangpgungjawaban
kepada DPRD mengenai ;

430

e

A pengeloluan keuangan Daerah sebagaimana dimaksad
#Enu_._ﬁmm& 19, pasal 20, pasal 21, dan wmﬁhuu.
b, kinerja kevangan Dacral dari soi ehisionsi dan efektivitas
keuangan dalam pelaksanaan Desentralisasi.

{2). DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atay menolak
dengan meminta  untuk menyempurnakan  laporan
pertanggungjawaban sebagai dimaksudkan pada ayat (1).

(3}, Laporan pettanggungjawaban rﬁ:p:mm: Daerah merupakan

dokumen darrah.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pasal 25
'emeriksaan atas pelaksanaan pengel
A gelnlaan, dan pertan -
jawaban keuangan Daerah dilskukan sesual dengan _.,..qmﬁﬂwm:
perundang-undangan yang berlaku.

o Pasal 26
tentuan lentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggun
, pelolag Pertang 3
jawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mmmb
pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah,

BAB vII
Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 27

(1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan suatu sistem irformasi
kevangan Daerah.

{(2) FEE._.FE yang dimuat dalam sistem informasi keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbuka
vang dapat diketahui masyarakat.

(] .r..Em:EE_. lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem
Ema_.ﬂmﬁ. kevangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan,

I'asal 28

{1} Daerah wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat termasuk Pinjaman
Daerah.

(2)  Pelaksanaan ketentuan sebagai A dim; i
diatur dengan Peraturan CnEMFEz: TS P

431
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